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Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Rh
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon | umur 31 Tahun, Agama Islam Pendidikan Terakhir SD,
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kamosope
Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, sebagai
Pemohon I.

Pemohon II, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP,
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Desa
Kamosope Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna,
sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon | bersama dengan Pemohon Il
disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 04 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Raha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
0010/Pdt.P/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11-12-2008 Pemohon | dan Pemohon I

melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Kamosope ;
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Jejaka
dalam usia 21 tahun dan Pemohon Il berstatus Perawan dalam usia
20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah La Aka
Pemohon Il bernama Wa Mula dan dua orang saksi yang bernama :
La Ode Bungke dan La Ode Tombi dengan mas kawin berupa
Seperangkat Alat Sholat dan adat 20 boka muna tunai, dengan
dinikahkan oleh La Ode Nasirun;
3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian
nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta
memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahn tersebut Pemohon | dan Pemohon Il telah
dikaruniai 2 Orang anak bernama :

1. Anak |

2. Anak Il
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
menggangu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
dan selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama
islam;
6. Bahawa Pemohon | dan Pemohon Il sampai saat ini tidak
mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan
bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan
Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon | dan
Pemohon Il membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan
kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan ini
kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara
Pemohon | dengan Pemohon Il yang terjadi pada tanggal 11-12-2008
di Kamosope;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :
Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

- Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il yang
dilangsungkan pada tanggal 11-12-2008 di Kamosope

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat
lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 Januari 2019
untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini
disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang
mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan
permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang
yang masing-masing adalah:

1. Saksi | Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kamosope, Kecamatan
Pasir Putih, Kebupaten Muna, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ipar
Pemohon II;
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- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menghadap di persidangan ini
untuk mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon I
menikah;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah pada pada tanggal
11 Desember 2008 Desa Kamosope wilayah hukum Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon Il bernama La Aka;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah
imam desa setempat bernama La Ode Nasirun;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah bernama La Hidi dan La Ode Anwarr;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon I
berupa Mahar 35 Boka Muna tunai dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus Jejaka dan
Pemohon Il berstatus Perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il ada hubungan darah, yaitu
Pemohon Il adalah kemenakan dari Pemohon |, tetapi tidak ada
halangan bagi keduanya untuk menikah, baik halangan Syar'i
maupun halangan Undang-Undang;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang
keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai,
keduanya hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon I
telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk alasan
hukum dalam pengurusan mengurus Akta Nikah, yang memerlukan
pengesahan nikah serta keperluan lainnya
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2. Saksi Il Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kamosope, Kecamatan
Pasir Putih, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu

Pemohon Il Pemohon Il;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menghadap di persidangan ini
untuk mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il
menikah;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah pada pada tanggal
11 Desember 2008 Desa Kamosope wilayah hukum Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon Il bernama La Aka;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon II adalah
imam desa setempat bernama La Ode Nasirun;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah bernama La Hidi dan La Ode Anwar;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il
berupa Mahar 35 Boka Muna tunai dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus Jejaka dan
Pemohon Il berstatus Perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il ada hubungan darah, yaitu
Pemohon Il adalah kemenakan dari Pemohon I, tetapi tidak ada
halangan bagi keduanya untuk menikah, baik halangan Syar'i
maupun halangan Undang-Undang;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang
keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai,

keduanya hidup rukun sampai saat ini;
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- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon I
telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk alasan
hukum dalam pengurusan mengurus Akta Nikah, yang memerlukan
pengesahan nikah serta keperluan lainnya

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon
menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon
tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat
Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman
Pengadilan Agama Raha selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,
namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas
permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis
Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan
permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il
telah melangsungkan pernikahan di Desa Kamosope, wilayah hokum
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, pada
tanggal 11 Desember 2008 dengan wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon Il bernama La Aka yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam
Desa bernama La Ode Nasirun dengan maskawin berupa Mahar 35 Boka
Muna tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing
bernama La Hidi dan La Ode Anwar namun Pemohon | dengan Pemohon
Il tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak

tercatat di KUA, sementara Pemohon | dengan Pemohon Il sangat
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membutuhkan bukti pernikahan sah untuk alasan hukum dalam
pengurusan mengurus Akta Nikah, yang memerlukan pengesahan nikah
serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi
yaitu Saksi | Pemohon dan Saksi Il Pemohon yang telah memberikan
keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan
mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan
dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat
halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis
Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai
alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan
para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dengan
Pemohon Il menikah di Desa Kamosope, wilayah hokum Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, pada tanggal 11
Desember 2008 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I
bernama La Aka yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa
bernama La Ode Nasirun dengan maskawin berupa Mahar 35 Boka
Muna tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-
masing bernama La Hidi dan La Ode Anwar

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus Jejaka dan
Pemohon Il berstatus Perawan

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai
2 anak;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus

akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.
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Menimbang, bahwa dalam sosial kultur masyarakat yang sangat
memegang teguh norma-norma agamis yang juga merupakan kontrol
sosial yang tentu tidak akan membiarkan sesuatu hal buruk berlangsung
lama, seperti halnya dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il yang
dilaksanakan menurut agama Islam hanya saja pernikahannya tidak
tercatat secara hukum dan tidak memiliki surat-surat maupun dokumen
tentang adanya pernikahan tersebut namun keluarga maupun masyarakat
mengetahui secara pasti akan adanya pernikahan tersebut dan selama ini
Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup bersama bahkan telah tercatat
sebagai suami istri i, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya,
olehnya itu untuk kepastian hukum dan menghindari pembiaran yang
berlarut-larut adalah patut jika pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il
dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu
mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut
Tholibin 1V : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim
yang yang berbunyi :

s 53 o abog sivg aizo 4S5 sl le TLSk ssea]l s
Joas saalivg

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan
seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya
pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali
nikah dan dua orang saksi yang adil ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
ternyata bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah sesuai
ketentuan Hukum Islam, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah memenuhi rukun dan syarat
perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 30
serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon | dan

Pemohon tidak pula terdapat padanya halangan menikah menurut hukum
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Islam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka
permohonan itsbat nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi
ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan
mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan
pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan
hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon |
dan Pemohon Il tersebut, patut dikabulkan dengan menyatakan sah
perkawinan antara Pemohon | (La Ode Sumardin bin La Ode Ntowawa)
dengan Pemohon Il (Wa Mula bin La Aka) yang dilaksanakan pada pada
tanggal 11 Desember 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna,. Penetapan keabsahan
pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan
Pemohon | dan Pemohon Il untuk memperoleh hak-hak keperdataannya
sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan
akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya
penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa
perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi ketentuan
Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan
dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 dan
Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum untuk
mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon | dan

Pemohon II;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon | (La Ode Sumardin
bin La Ode Ntowawa) dengan Pemohon Il (Wa Mula bin La Aka) yang
11 Desember 2008 Desa Kamosope, wilayah hukum Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna

3. Memerintahkan kepada pemohon | dan Pemohon |l untuk
mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna;

4. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus
empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Raha pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Abdul
Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah,
S.HI.,, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Muhammad Rehadis Tofa, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri

oleh para Pemohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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ttd ttd
H. Anwar, Lc Abdul Salam, S.HI
ttd

Dwi Anugerah, S.HI., MH
Panitera Pengganti,

ttd
Muhammad Rehadis Tofa, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 250.000,00
- Redaksi :Rp 5.000,00
- Meterai ‘Rp 6.000.00
Jumlah 'Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.
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